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Pemkot Jaksel Ajukan Anggaran Rp 4,6 T

4. “Sudah didata ada ada-

Kebayoran Baru, Warta Kota

Dalam APBD DKI Jakarta -

2015, Pemerintah. Kota
(Pemkot) Administrasi Jakarta
Selatan mengajukan anggaran
sebesar Rp 4,6 triliun untuk
beberapa program unggulan.

Sementara pada APBD 2014,
Pemerintah Kota Administrasi
Jakarta Selatan hanya bisa
menyerap anggaran sebesar
67 persen dari anggaran yang
tidak jauh beda yang diajukan
pada tahun ini. 3

Syamsuddin Noor, Wali Kota
Jakarta Selatan, mengatakan,
program unggiilan itu di anta-
ranya pendidikan, kesehatan,
dan pelayanan terhadap ma-
syarakat.

_“Penyerapan pada APBD DKI
2014 memang rendah. Dari
seluruh unit kerja sebesar 67
persen. Ini turun dibanding-
kan tahun 2013 sebesar 82,1
persen,” kata Syamsuddin
saat rapat di kantor Wali
Kota Jakarta Selatan, Jakarta
Selatan, Rabu (4/3). ‘

Syamsuddin mengatakaiy,

736 minimarket. Kami juga
melakukan pengawasan

minuman beralkohol,” kata °

_ Syamsuddin.

Pelayanan buruk

7 Sementara itu, Ahmad Yani,
anggota Komisi A DPRD DKI
Jakatra, mengatakan, pelayan-

~an Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) masih kurang di
Pemkot Jakarta Selatan. Warga
~masih sulit dengan pelayanan
satu pintu itu.

“Ini malah jadi panjang pro-
sedurnya karena ada beberapa
izin yang harus membutuhkan
unit lain. Maunya di PTSP
semua perizinan di sana. Ini
malah tidak,” kata Yani.

Tumpang tindih

Sedangkan Gembong
Warsono, Sekretaris Komisi A
DPRD DKI, mengatakan, upa-
ya Pemkot Jakarta Selatan me-
nertibkan PKL belum membe-
rikan solusi kepada pedagang.

~ “{Kalau Oak Ahok sekarang

rendah penyerapan anggaran.. main sikat-sikat saja tan-

karena ada kendala saat lelang
di setiap unit kerja. Apalagi
Badan Pelayanan Pengadaan
Barang dan Jasa (BPPBJ), du-
lunya bernama Unit Layanan
Pengadaan (ULP) hanya terpu-
sat di Provinsi DKI Jakarta.
“Contoh pembangunan
lima kantor kelurahan baru
dan lima penyelesaian kantor
kelurahan yang seharusnya
125 hari menjadi 75 hari. Jadi
anggaran tidak dapat diserap,”
kata Syamsuddin.
Syamsuddin mengata-
kan, mengatakan program
unggulannya ada PTSP.
Namun, ada kendala pada
jumlah pegawai yang hanya
ata dua orang. Maka ia me-
. minta camat dan lurah mem-
bantu proses perizinan. ;
Selain itu, Pemkot akan me-
nertibkan pedagang kaki lima
(PKL) dan direlokasi ke kios
yang masih kosong di pasar
milik PD Pasar Jaya. Termasuk
“mengevaluasi keberadaan mini-
market yang semakin menjamur
dan tidak memiliki izin.

.S"ub Bdggai;- Humas

pa adanya tempat relokasi.
. Contoh PKL Kebayoran Lama.
Mereka hanya ingin mencari
nafkah. Sementara keberada-
an minimarket semakin men-
jamur,” kata Gembong,

s Pernyataan

Selain itu, Wali Kota'Jakarta

Selatan juga mengumpulkan

para pejabat eselon III hingga
IV terkait soal dugaan adanya
.~ dana siluman dalam APBD.
! Syamsuddin meminta para pe-
jabat tersebut membuat surat
pernyataan tidak menyetujui
jika ada anggaran yang tiba-

tiba muncul di APBD DEKI

2015. .
Seorang pejabat yang tidak
ingin menyebutkan namanya

mengaku disuruh-untuk mem- |

berikan pernyataan tidak setu- | 3
g s e Sementara pada APBD

ju terhadap anggaran siluman.
“Disuruhl isi surat pernyataan
tidak setuju terhadap anggar-
an siluman,” katanya.

+ Sementara itu, Dhany
Sukma, Camat Cilandak,
mengatakan, inti dari surat

1

pernyataan itu untuk melihat
kembali rencana kerja dan
anggaran (RKA) di kelurahan.
Apakah anggaran yang masuk
APBD itu mendapatkan tam-
bahan atau tidak.

“Hanya untuk memastikan
saja. Kalau tidak ada, berarti
sudah clear,” kata Dhany.

Menurut Dhany, setiap ke-
camatan dan kelurahan tidak
mengajukan anggaran karena
mendapatkan pagu anggar-
an. Kelurahan mendapatkan
anggaran sebesar Rp 2 miliar
sampai Rp 8 miliar. Sementara
kecamatan mendapatkan
dana Rp 3 miliar sampai Rp 4
miliar. (bin}. -

Penyerapan ang-

- garan karena ada

kendala saat le-
lang di setiap unit
Wil kerfa. - ¢

Syamsuddin Noor

Wali Kota Jakarta Selatan.

¥

Penyerapan Rendah

o Dalam APBD DKI Jakarta
2015, (Pemkot Jakarta
Selatan mengajukan’
anggaran sebesar Rp 4,6
triliun..

2014, anggaran yang
terserap hanya 67 persen
dari anggaran yang tidak

jauh beda yang diajukan
pada tahup ini.

353



